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LEMBAR EKSEKUTIF 

Joeli Uttari 8105133091. Laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) pada 

Badan Narkotika Nasional Pusat, Cawang Jakarta Timur. Konsentrasi Pendidikan 

Administrasi Perkantoran, Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, 

Universitas Negeri Jakarta. 

 

Laporan Praktik Kerja Lapangan ini dibuat sebagai gambaran hasil 

pekerjaan yang telah dilakukan selama PKL dengan tujuan memenuhi salah satu 

persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan. 

 

Beralamat di Jl. MT Haryono No.11, Cawang-Jakarta Timur. Badan Narkotika 

Nasional Pusat adalah institusi yang menangani masalah-masalah tindak peredaran, 

pencegahan, penggunaan, penyalahgunaan obat-obatan terlarang (narkotika). 

 Praktik kerja lapangan dilaksanakan selama satu bulan terhitung sejak 

tanggal 20 juni 2016 s.d 28 juli 2016 dengan 5 hari kerja. Senin-kamis dimulai pukul 

08.00-16.00 WIB dan pada hari jumat pada pukul 08.00-16.30 WIB. Penanggung 

jawab memberikan arahan kepada praktikan mengenai tugas administratif yang akan 

dilaksanakan di Badan Narkotika Nasional Biro Keuangan Sub bagian Penggajian. 

Kegiatan administratif yang dilaksanakan diantaranya : pencatatan ke dalam buku 

agenda, penginputan data pegawai berkaitan dengan penerimaan gaji, penggandaan 

dokumen, pengetikan surat ataupun undangan, penyusunan dan penyimpanan 

dokumen atau arsip, menuliskan lembar disposisi, pencatatan,dan mengantar surat 

disposisi ke biro atau bagian lainnya. 

 Tujuan dilaksanakannya PKL adalah untuk menambah pengetahuan, 

pengalaman, keterampilan dan kemampuan mahasiswa. Selama pelaksaaan PKL, 

praktikan dibimbing oleh Kasubbag Penggajian yang berwenang sebagai 

penanggung  jawab. Di dalam pelaksanaan terdapat beberapa kendala yang 

praktikan alami untuk dijadikan sebagai motivasi agar bekerja lebih baik. Praktikan 

mendapatkan pengalaman dan pengetahuan dari Praktik Kerja Lapangan yang telah 

dilakukan.   
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KATA PENGANTAR 

 

Segala puji dan syukur bagi Allah yang Maha Esa atas segala rahmat 

dan karunia-Nya sehingga praktikan dapat menyelesaikan penyusunan 

Laporan Praktik Kerja Lapangan yang dilaksanakan di Biro Keuangan Sub 

Bagian Penggajian Badan Narkotika Nasional, Cawang Jakarta Timur. 

Penulisan Laporan PKL ini dibuat untuk memenuhi salah satu 

persyaratan akademik dalam menyelesaikan studi pada Konsentrasi 

Pendidikan Administrasi Perkantoran, Program Studi Pendidikan Ekonomi, 

Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. Ungkapan terima kasih 

praktikan tujukan kepada pihak-pihak yang telah memberi bimbingan, arahan, 

maupun dorongan kepada praktikan. 

1. Dr. Nuryetty Zain, MM. selaku dosen pembimbing PKL ; 

2. Dr. Siti Nurjanah, SE., M.Si selaku Ketua Program Studi S1 Pendidikan 

Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas NEgeri Jakarta ; 

3.  Dr. Dedi Purwana, M. Bus. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas 

NEgeri Jakarta; 

4. Dra. Tatiek Sufahriani, selaku Kepala Biro Keuangan Settama BNN ; 

5. Sefidonayanti S.Kom, M.Si, selaku Kabag Pelaksanaan Anggaran ; 

6. Adrea Retha Zulhelfi S.Pd, M.M, selaku Kasubbag Penggajian dan 

pembimbing PKL 

7. Seluruh pegawai Biro Keuangan Settama BNN ; 
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Penulis menyadari dengan segala keterbatasan yang ada dalam 

pelaksanaan maupun penyusunan laporan PKL terdapat banyak kekurangan. 

Kritik dan saran yang bersifat kontruktif sangat diharapkan dalam proses 

penyempurnaan laporan. Semoga penyusunan laporan ini dapat memberi 

manfaat bagi para pembaca. 

 

 

 

Jakarta,  September 2016 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan 

Dewasa ini, masyarakat semakin menyadari akan kemajuan yang terjadi baik 

di bidang ekonomi, teknologi, informasi, kesehatan dan bidang lainnya yang sangat 

penting dalam kehidupan manusia. Selain manfaat yang dirasakan oleh banyak phak 

megenai kemajuan dewasa ini, ada tantangan baik yang disadari maupun tidak telah 

mendorong manusia untuk lebih memiliki kemampuan dna pengetahuan yang 

mengikuti perkembangan zaman. Tantangan yang akan terjadi di dalam waktu dekat 

ini adalah munculnya kerjasama bilateral di antara negara ASEAN yang disebut 

dengan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) dan Indonesia sebagai negara yang 

berkembang menyambut dengan baik gagasan ini. Dengan adanya bentuk kerjasama 

ini, maka sumber daya yang ada di setiap negara Asean dioptimalkan baik sumber 

daya alam maupun sumber daya manusia. 

Maka dari itu Indonesia sebagai salah satu anggota MEA berusaha 

meningkatkan dan mengembangkan sumber daya manusia agar mampu bersaing 

dengan negara ASEAN yang lainnya. Pengoptimalan sumber daya manusia diantara 

nya adalah kemampuan berbahasa asing terutama inggris, keterampilan soft skill dan 

kompetensi keahlian lainnya. Peningkatan sumber daya manusia ini bisa dilakukan 

dengan pelatihan dini kepada generasi bangsa yang akan bersaing di dunia kerja 

nantinya. Pelatihan dapat dimulai dari perguruan tinggi sebagai wadah untuk 

1 
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mahasiswa/i menperoleh ilmu pengetahuan yang mumpuni diikuti dengan 

keterampilan soft skill yang baik. 

Universitas Negeri Jakarta sebagai perguruan tinggi satu-satunya di provinsi 

DKI Jakarta sangat menyadari bahwa mahasiswa/i tidak akan cukup hanya memiliki 

satu kompetensi tetapi juga di dukung dengan kemampuan yang lainnya. Oleh sebab 

tesebut Universitas Negeri Jakarta menyiapkan lulusan nya dengan sangat baik agar 

mampu bersaing didunia kerja. Untuk mendukung gagasan tersebut maka Univeristas 

mewajibkan kepada setiap mahasiswa/i nya untuk mengikuti program Praktik Kerja 

Lapangan (PKL) agar mahasiswa/i dapat terjun langsung ke lapangan kerja. 

Program Praktik Kerja Lapangan adalah sebuah program yang dirancang oleh 

perguruan tinggi untuk mahasiswa/i terjun langsung ke lapangan  dan program  ini 

menjadi syarat wajib untuk mahasiswa strata tingkat pertama. Program PKL: ini 

dapat memberikan pengalaman dan pengetahuan bagaimana dunia kerja yang 

sebenarnya dan merelevansikan antara ilmu pengetahuan secara teoritis di lingkungan 

kampus dengan Pratik kerja yang dilaksanakan. Praktik Kerja Lapangan dapat 

dilakukan di badan atau lembaga pemerintahan seperti BUMN atau institusi 

Pemerintah maupun di perusahaan swasta. 

Perdaran narkoba adalah permasalahan yang sangat serius dewasa ini, 

pengggunaan dan peredaran narkoba sudah merajalela bak tendawan di musim hujan. 

Pengguna atau pemakai narkoba tidak hanya dari kalangan orang dewasa saja tetapi 

juga merambah ke kalangan remaja bahkan anak-anak yang akan menginjak usia 

remaja. Apabila permasalahan ini tidak ditanggapi dengan tindakan yang serius maka 
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bisa saja merugikan bangsa karena rusaknya benih-benih bangsa maupun merugikan 

negara baik materiil atau non materiil. Oleh karena permsalahan tersebut pemerintah 

sangat serius untuk mengatasi dan memberantas peredaran narkoba secara luas yang 

telah merugikan para generasi bangsa karena kecenderungan terhadap barang yang 

terlarang tersebut. Berdasarkan permasalahan yang sedang hangat di kalangan 

masyrakat ini pulalah yang membuat praktikan untuk mencoba dan mengenal kebih 

dalam mengenai organisasi yang secara khusus menangani masalah narkoba baik 

dalam pencegahan, penggunaan dan peredaran barang terlarang ini. Maa dari itu 

praktikan memilih institusi terkait yakni Badan Narkotika Nasional sebagai tempat 

untuk melaksanakan praktik kerja lapangan. Program Praktik Kerja Lapangan 

dilakukan oleh setiap mahasiswa tingkat akhir baik secara individu (perorangan) 

maupun berkelompok. Praktikan sendiri melaksanakan program Praktik Kerja 

Lapangan secara individual di Biro Keuangan Sub Bagian Penggajian Kantor Badan 

Narkotika Nasional Pusat Provinsi DKI Jakarta.  

Sebagai mahasiswa S1 Fakultas Ekonomi pendidikan administrasi 

perkantoran universitas negeri jakarta, Program PKL ini dapat menjadi pembelajaran 

melalui pengalaman yang di dapatkan dari dunia kerja, yakni pengadministrasian 

yang ada di kantor Badan Narkotika Nasional khususnya sub bagian penggajian yang 

ada di Biro Keuangan.  Pelaksanaan PKL disesuaikan dengan ketentuan bidang yang 

harus diambil yaitu bidang administrasi sesuai dengan konsentrasi pendidikan 

ekonomi konsetrasi Pendidikan administrasi Perkantoran Universitas Negeri Jakarta. 
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B. Maksud dan Tujuan Praktik Kerja Lapangan 

Maksud kegiatan Praktik Kerja Lapangan yang diterapkan oleh Universitas 

Negeri Jakarta adalah : 

1. Mempelajari suatu bidang pekerjaan tertentu khususnya di unit kerja praktikan 

saat melaksanakan Praktik Kerja Lapangan, yakni pada Kantor Badan Narkotika 

Nasional Biro Keuangan Sub Bagian Penggajian. 

2. Menambah pengetahuan, wawasan, pengalaman, kemampuan, dan keterampilan 

di bidang administrasi perkantoran sebelum memasuki dunia kerja; serta 

3. Membandingkan teori-teori yang praktikan peroleh dari perguruan tinggi dengan 

praktik kerja lapangan yang dilakukan secara langsung. 

Sedangkan tujuan dari pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan adalah : 

1. Mengetahui implementasi secara langsung dan nyata mengenai hal-hal yang 

berhubungan dengan Administrasi Perkantoran yang ada di Institusi. 

2. Mengetahui pola kerja dan perilaku pekerja professional di lapangan, dengan 

harapan dapat memiliki pengalaman tersebut. 

3. Melatih sikap disiplin dan tanggung jawab dalam dunia kerja khususnya di bidang 

Administrasi Perkantoran. 

4. Merupakan prasyarat mata kuliah wajib bagi mahasiswa tingkat akhir Pendidikan 

Ekonomi konsentrasi Pendidikan Administrasi Perkantoran. 
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C. Kegunaan Praktik Kerja Lapangan 

Dengan dilakukannya Praktik  Kerja  Lapangan,  berikut  adalah manfaat yang 

dapat diperoleh masing-masing pihak yang terkait dalam program tersebut: 

1. Bagi Mahasiswa, yakni : 

1.1 Praktik Kerja Lapangan dapat menambah pengetahuan dalam dunia praktik, 

serta mempersiapkan diri untuk dapat terjun langsung dalam dunia kerja 

1.2 Menigkatkan kemampuan Hard Skill maupun Soft Skill sebagai seorang 

professional. 

1.3 Sarana untuk melatih keterampilan mahasiswa sesuai dengan ilmu 

pengetahuan yang diperoleh di bangku perkuliahan. 

1.4 Sarana untuk melatih sikap disiplin dan bertanggung jawab profesi di dalam 

dirinya melalui praktik kerja lapangan. 
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2. Bagi Fakultas Ekonomi – UNJ  : 

2.1 Kegiatan Praktik Kerja Lapangan dapat meningkatkan kualitas mahasiswa 

Universitas Negeri Jakarta untuk menjadi calon Intrapreneur dan entrepreneur 

yang handal. 

2.2 Mengukur keberhasilan dalam pendidikan terhadapa mahasiswa. 

3. Bagi Institusi tempat praktik kerja lapangan 

3.1 Insitusi dapat memenuhi kebutuhan terhadap tenaga kerja lepas yang 

berwawasan akademi sesuai dengan bidang dari praktik tersebut. 

3.2 Hasil laporan dapat menjadi masukan bagi instituai terkait untuk peningkatan 

dan kemajuan institusi. 

 

D. Tempat Praktik Kerja Lapangan 

Praktikan melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan di salah satu 

instansi pemerintah yaitu Kantor Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. 

Praktikan ditempatkan di Biro Keuangan Sub Bagian Penggajian. Berikut adalah 

identitas lembaga tempat praktik kerja lapangan dilaksanakan : 

Nama Instansi  : Kantor  Badan Narkotika Nasional ( BNN )  

Alamat   : Jl. MT Haryono 11, Cawang, Jakarta Timur, DKI  

     Jakarta 

Telepon   :.  (021) - 80871566 / 80871567 

No Fax   :   (021) 80880011   

Website   : http://www.bnn.go.id 

http://www.bnn.go.id/
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Alasan praktikan memilih tempat Praktik Kerja Lapangan  (PKL) di Badan 

Narkotika Nasional  merupakan sebuah instansi pemerintah  yang bertanggung jawab 

dalam bidang pencegahan narkoba dan tepat dijadikan tempat Praktik Kerja 

Lapangan untuk lebih mengenal dunia kerja khususnya bidang administrasi 

perkantoran. 

 

E. Jadwal Waktu Praktik Kerja Lapangan 

Waktu Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan selama satu (1) bulan / 24 hari 

kerja, terhitung sejak tanggal 20 juni 2016 s.d 28 juli 2016. Dalam pelaksanaan 

praktik tersebut, waktu kerja praktikan ditentukan oleh Badan Narkotika Nasional. 

Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan di Biro Keuangan.  

Adapun perincian dalam tiap tahapan kegiatan praktik adalah sebagai berikut : 

1. Tahap Persiapan 

Pada tahapan persiapan ini, hal yang pertama praktikan  lakukan adalah 

mencari informasi dan referensi terkait tempat parktik kerja lapangan baik instansi 

maupun perusahaan swasta yang menerima mahasiswa untuk melakukan praktik kerja 

lapangan (PKL) yang sesuai dengan bidang kompetensi praktikan dengan cara 

mencari di internet ataupun rekomendasi dari mahasiswa senior atau teman yang telah 

melaksanakan praktik kerja lapangan sebelumnya. Setelah mencari informasi tersebut 

praktikan akhirnya menemukan tempat paraktik yang sesuai dengan bidang praktikan 

yakni Bidang  Administrasi Perkantoran dan kemudian ditempatkan pada unit kerja di 

Biro Keuangan sub bagian penggajian. Setelah itu, praktikan mempersiapkan surat-
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surat yang dibutuhkan seperti surat pengantar dari Fakultas Ekonomi untuk kemudian 

diberikan kepada pihak BNN. Pada tanggal 10 April saya mengambil formulir untuk 

membuat surat pengantar dari Fakultas Ekonomi dan kemudian diberikan kepada 

BAAK untuk dibuatkan surat pengantar. Setelah mendapat persetujuan dari BAAK 

dan Fakultas Ekonomi, praktikan mendapat surat pengantar yang selanjutnya 

diberikan kepada Biro Kepegawaian yang berwenang dalam menerima mahasiswa 

Praktik Kerja Lapangan. Pada tanggal 30 Mei praktikan melakukan wawancara 

singkat dimana wawancara ini adalah tahapan yang harus dilakukan sebelum bisa 

melakukan praktik. Setelah melakukan wawancara tersebut praktikan diminta untuk 

menunggu konfirmasi dari pihak kepegawaian serta diminta agar melengkapi 

pemberkasan lainnya seperti foto formal. Selanjutnya 2 minggu setelah melengkapi 

pemberkasan praktikan dihubungi oleh pihak Kepegawaian bahwa telah ada surat 

dinas yang berisikan praktikan dapat melakukan Praktik selama satu ( 1 ) bulan 

terhitung dari tanggal 20 Juni 2016 s.d 28 Juli 2016 atau 24 hari kerja sesuai 

persetujuan yang telah disepakati sebelumnya. 

2. Tahap Pelaksanaan  

Praktikan melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan selama 1 (satu) 

bulan, terhitung sejak tanggal 20 Juni 2016  s.d. 28 Juli 2016. Sesuai dengan kontrak 

perjanjian awal, jam kerja dilaksanakan setiap hari Senin s.d.Kamis pada pukul 

08.00-15:00 WIB dan hari jumat pada Pukul 08.00-16.00 pada bulan suci Ramadhan. 

Sedangkan untuk hari kerja efektif jam kerja dilaksanakan setiap hari senin s.d Kamis 

pada pukul 08.00-16.00 dan  hari Jumat pada pukul 08.00-17.00 WIB. Dalam proses 
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praktik kerja lapangan, praktikkan dilatih untuk memiliki rasa tanggungjawab dan 

disiplin kehadiran Praktik Kerja Lapangan. 

3. Tahap Pelaporan  

Praktikan mulai melakukan penyusunan laporan Praktik Kerja Lapangan yang 

merupakan tahap wajib setelah melakukan Praktik Kerja Lapangan dan salah satu 

syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan, sejak bulan Agustus 2016 hingga 

September 2016. Dalam melakukan tahap pelaporan, tahap paertama yang pratikan 

lakukan adalah  membaca dan memahami pedoman penulisan laporan praktik kerja 

lapangan yang diperoleh di website FE UNJ. Selanjutnya, praktikan meng-scan 

bahan-bahan yang nantinya akan dijadikan lampiran dan mengumpulkan data-data 

yang berkaitan dengan instansi terkait untuk dilampirkan di dalam laporan praktik 

kerja lapangan. Setelah semua bahan terkumpul, praktikan mulai melakukan 

penulisan laporan praktik kerja lapangan. 
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BAB II 

TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL 

A. Sejarah dan Profil Badan Narkotika Nasional 

Indonesia memiliki banyak organisasi dan institusi yang dibentuk untuk  

mengurusi permasalahan Nasional yang sedang terjadi dan berkembang, institusi ini 

dibentuk secara khusus untuk mengatasi satu atau beberapa permasalahan nasional 

yang bisa mengancam keamanan atau ketertiban Negara yang dapat menimbulkan 

kerugian baik materiil ataupun non materiil bagi bangsa dan negara. Oleh karena itu 

setiap organisasi pasti memiliki sejarah dibentuk dan perkembangannya, begitu pula 

dengan Badan Narkotika Nasional. Sejarah penanggulangan bahaya Narkotika dan 

kelembagaannya di Indonesia dimulai tahun 1971 pada saat dikeluarkannya Instruksi 

Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 6 Tahun 1971  kepada Kepala Badan 

Koordinasi Intelligen Nasional (BAKIN) untuk menanggulangi 6 (enam) 

permasalahan nasional yang menonjol, yaitu pemberantasan uang palsu, 

penanggulangan penyalahgunaan narkoba, penanggulangan penyelundupan, 

penanggulangan kenakalan remaja, penanggulangan subversi, pengawasan orang 

asing. 

Berdasarkan Inpres tersebut Kepala BAKIN membentuk Bakolak Inpres 

Tahun 1971 yang salah satu tugas dan fungsinya adalah menanggulangi bahaya 

narkoba. Bakolak Inpres adalah sebuah badan koordinasi kecil yang beranggotakan 

wakil-wakil dari Departemen Kesehatan, Departemen Sosial, Departemen Luar 
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Negeri, Kejaksaan Agung, dan lain-lain, yang  berada di bawah komando dan 

bertanggung jawab kepada Kepala BAKIN. Badan ini tidak mempunyai wewenang 

operasional dan tidak mendapat alokasi anggaran sendiri dari ABPN melainkan 

disediakan berdasarkan kebijakan internal BAKIN. 

Pada masa itu, permasalahan  narkoba di Indonesia masih merupakan 

permasalahan kecil dan Pemerintah Orde Baru terus memandang dan berkeyakinan 

bahwa permasalahan narkoba di Indonesia tidak akan berkembang karena bangsa 

Indonesia adalah bangsa yang ber-Pancasila dan agamis. Pandangan ini ternyata 

membuat pemerintah dan seluruh bangsa Indonesia lengah terhadap ancaman bahaya 

narkoba, sehingga pada saat permasalahan narkoba meledak dengan dibarengi krisis 

mata uang regional pada pertengahan tahun 1997, pemerintah dan bangsa Indonesia 

seakan tidak siap untuk menghadapinya, berbeda dengan Singapura, Malaysia dan 

Thailand yang sejak tahun 1970 secara konsisten dan terus menerus memerangi 

bahaya narkoba. 

Menghadapi permasalahan  narkoba yang berkecenderungan terus miningkat, 

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) 

mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Berdasarkan kedua 

Undang-undang tersebut, Pemerintah (Presiden Abdurahman Wahid) membentuk 

Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN), dengan Keputusan Presiden Nomor 

116 Tahun 1999. BKNN adalah suatu Badan Koordinasi penanggulangan narkoba 

yang beranggotakan 25 Instansi Pemerintah terkait.  



12 
 

BKNN diketuai oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) secara 

ex-officio. Sampai tahun 2002 BKNN tidak mempunyai personil dan alokasi 

anggaran sendiri. Anggaran BKNN diperoleh dan dialokasikan dari Markas Besar 

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri), sehingga tidak dapat 

melaksanakan tugas dan fungsinya secara maksimal. 

BKNN sebagai badan koordinasi dirasakan tidak memadai lagi untuk 

menghadapi ancaman bahaya narkoba yang makin serius. Oleh karenanya 

berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika 

Nasional, BKNN diganti dengan Badan Narkotika Nasional (BNN). BNN, sebagai 

sebuah lembaga forum dengan tugas mengoordinasikan 25 instansi pemerintah terkait 

dan ditambah dengan kewenangan operasional, mempunyai tugas dan fungsi: 1. 

mengoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam perumusan dan pelaksanaan 

kebijakan nasional penanggulangan narkoba; dan 2. mengoordinasikan pelaksanaan 

kebijakan nasional penanggulangan narkoba. 

Mulai tahun 2003 BNN baru mendapatkan alokasi anggaran dari APBN. 

Dengan alokasi anggaran APBN tersebut, BNN terus berupaya meningkatkan 

kinerjanya bersama-sama dengan BNP dan BNK. Namun karena tanpa struktur 

kelembagaan yang memilki jalur komando yang tegas dan hanya bersifat koordinatif 

(kesamaan fungsional semata), maka BNN dinilai tidak dapat bekerja optimal dan 

tidak akan mampu menghadapi permasalahan narkoba yang terus meningkat dan 

makin serius.  Oleh karena itu pemegang otoritas dalam hal ini segera menerbitkan 

Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan 
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Narkotika Provinsi (BNNP) dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota (BNK), yang 

memiliki kewenangan operasional melalui kewenangan Anggota BNN terkait dalam 

satuan tugas, yang mana BNN-BNP-BNKab/Kota merupakan mitra kerja pada 

tingkat nasional, Provinsi dan kabupaten/kota yang masing-masing bertanggung 

jawab kepada Presiden, Gubernur dan Bupati/Walikota, dan yang masing-masing 

(BNP dan BN Kab/Kota) tidak mempunyai hubungan  struktural-vertikal dengan 

BNN. 

Merespon perkembangan permasalahan narkoba yang terus meningkat dan 

makin serius, maka Ketetapan MPR-RI Nomor VI/MPR/2002 melalui Sidang Umum 

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) Tahun 2002 telah 

merekomendasikan kepada DPR-RI dan Presiden RI untuk melakukan perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Oleh karena itu, 

Pemerintah dan DPR-RI mengesahkan dan mengundangkan Undang-Undang Nomor 

35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 

1997. Berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2009 tersebut, BNN diberikan kewenangan 

penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika. 

Berdasarkan undang-undang tersebut, status kelembagaan BNN menjadi 

Lembaga Pemerintah Non-Kementrian (LPNK) dengan struktur vertikal ke Provinsi 

dan kabupaten/kota. Di Provinsi dibentuk BNN Provinsi, dan di Kabupaten/Kota 

dibentuk BNN Kabupaten/Kota. BNN dipimpin oleh seorang Kepala BNN yang 

diangkat dan diberhentikan oleh  Presiden. BNN  berkedudukan di bawah dan 

bertanggungjawab kepada Presiden. Kepala BNN dibantu oleh seorang Sekretaris 
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Utama,  Inspektur Utama, dan 5 (lima) Deputi yaitu Deputi Pencegahan, Deputi 

Pemberdayaan Masyarakat, Deputi Rehabilitasi, Deputi Pemberantasan, dan 

Deputi  Hukum dan Kerja Sama. 

Saat ini, BNN telah memiliki perwakilan daerah di 33 Provinsi. Sedangkan di 

tingkat kabupaten dan kota, BNN telah memiliki 100 BNNK/Kota.  Secara bertahap, 

perwakilan ini akan terus bertambah seiring dengan perkembangan tingkat kerawanan 

penyalahgunaan Narkoba di daerah.  Dengan adanya perwakilan BNN di setiap 

daerah, memberi ruang gerak yang lebih luas dan strategis bagi BNN dalam upaya 

P4GN. Dalam upaya peningkatan performa pencegahan dan pemberantasan 

penyalahgunaan serta peredaran gelap Narkoba, dan demi tercapainya visi 

“Indonesia Bebas Narkoba Tahun 2015”. 

Gambar 2.1 Logo BNN 

 

Sumber : www.bnn.go.id 

http://www.bnn.go.id/
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B. Visi Dan Misi BNN 

Visi adalah suatu pandangan jauh tentang perusahaan, tujuan-tujuan 

perusahaan dan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut pada masa 

yang akan datang. Vvisi itu tidak dapat dituliskan secara lebih jelas menerangkan 

detail gambaran sistem yang ditujunya, dikarenakan perubahan ilmu serta situasi yang 

sulit diprediksi selama masa yang panjang tersebut. Menurut Wibisono (2006, p. 43) 

visi merupakan rangkaian kalimat yang menyatakan cita-cita atau impian sebuah 

organisasi atau perusahaan yang ingin dicapai di masa depan. Atau dapat dikatakan 

bahwa visi merupakan perrnyataan want to be dari organisasi atau perusahaan. Visi 

juga merupakan hal yang sangat krusial bagi perusahaan untuk menjamin kelestarian 

dan kesuksesan jangka panjang. Dari pengertian diatas terlihat bahwa setiap 

organisasi akan memiliki visi sebagai acuan tercapainya tujuan organsisasi yang telah 

dibuat sehingga tercapai. Berikut ini visi dari Badan Narkotika Nasional : 

Visi 

Menjadi Lembaga  Non Kementerian yang profesional dan mampu menggerakkan 

seluruh koponen masyarakat, bangsa dan negara Indonesia dalam melaksanakan 

Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, 

Psikotropika, Prekursor dan Bahan Adiktif Lainnya di Indonesia. 

Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh lembaga 

dalam usahanya mewujudkan visi. Misi perusahaan adalah tujuan dan alasan 

mengapa perusaaan atau organisasi itu ada. Misi juga akan memberikan arah 

sekaligus batasan proses pencapaian tujuan. Menurut Wheelen sebagaimana dikutip 
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oleh Wibisono (2006, p. 46-47) Misi merupakan rangkaian kalimat yang menyatakan 

tujuan atau alasan eksistensi organisasi yang memuat apa yang disediakan oleh 

perusahaan kepada masyrakat, baik berupa produk ataupun jasa. Berikut ini adalah 

misi dari kantor Badan Narkotika Nasional : 

Misi 

1. Menyusun kebijakan nasional P4GN 

2. Melaksanakan operasional P4GN sesuai bidang tugas   dan kewenangannya. 

3. Mengkoordinasikan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan 

peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya 

(narkoba) 

4. Memonitor dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan nasional P4GN. 

5. Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan nasional P4GN dan diserahkan 

kepada Presiden 
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C. Struktur Organisasi 

 

Gambar 2.2 Struktur Organisasi BNN

 

Sumber : www.bnn.go.id 

 

Gambar 2.3 struktur organisasi biro keuangan 

 

 

http://www.bnn.go.id/
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D. Tugas Pokok, Fungsi dan Kedudukan BNN 

Badan Narkotika Nasional (disingkat BNN) adalah sebuah Lembaga 

Pemerintah Non Kementerian (LPNK) Indonesia yang mempunyai tugas 

melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan 

penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif 

lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol1. Berdasarkan undang – 

undang tersebut maka BNN memiliki kedudukan, tugas pokok dan fungsi sebagai 

berikut :  

1. Kedudukan : 

Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya dalam Peraturan Kepala Badan 

Narkotika Nasional disebut BNN adalah lembaga pemerintah non kementrian yang 

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui koordinasi 

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. BNN dipimpin oleh Kepala. 

2. Tugas : 

a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan 

pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor 

Narkotika; 

b. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan 

Prekursor Narkotika; 

                                                           
1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional 

https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Pemerintah_Non_Kementerian
https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Pemerintah_Non_Kementerian
https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Psikotropika
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Prekursor&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Bahan_adiktif&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Tembakau
https://id.wikipedia.org/wiki/Alkohol
http://www.setneg.go.id/components/com_perundangan/docviewer.php?id=2506&filename=Perpres%2023%20Tahun%202010.pdf
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c. Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam 

pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika 

dan Prekursor Narkotika; 

d. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial 

pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun 

masyarakat; 

e. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran 

gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; 

f. Memantau, mengarahkan dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam 

pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Psikotropika 

Narkotika; 

g. Melalui kerja sama bilateral dan multiteral, baik regional maupun internasional, 

guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor 

Narkotika; 

h. Mengembangkan laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika; 

i. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara 

penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan 

j. Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang. 

Selain tugas sebagaimana diatas, BNN juga bertugas menyusun dan 

melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan 

penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, prekursor dan bahan adiktif 

lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol. 
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3. Fungsi 2 : 

a. Penyusunan dan perumusan kebijakan nasional di bidang pencegahan dan 

pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan 

prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan 

alkohol yang selanjutnya disingkat dengan P4GN. 

b. Penyusunan, perumusan dan penetapan norma, standar, kriteria dan prosedur 

P4GN. 

c. Penyusunan perencanaan, program dan anggaran BNN. 

d. Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis pencegahan, pemberdayaan 

masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerjasama di bidang P4GN. 

e. Pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakna teknis P4GN di bidang 

pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan 

kerjasama. 

f. Pelaksanaan pembinaan teknis di bidang P4GN kepada instansi vertikal di 

lingkungan BNN. 

g. Pengoordinasian instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam 

rangka penyusunan dan perumusan serta pelaksanaan kebijakan nasional di 

bidang P4GN. 

h. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi di lingkungan BNN. 

i. Pelaksanaan fasilitasi dan pengkoordinasian wadah peran serta masyarakat. 

                                                           
2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang 
Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 

http://www.kemendagri.go.id/media/documents/2013/07/12/p/p/pp_no.40-2013.pdf
http://www.kemendagri.go.id/media/documents/2013/07/12/p/p/pp_no.40-2013.pdf
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j. Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap 

Narkotika dan Prekursor Narkotika. 

k. Pelaksanaan pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi di bidang narkotika, 

psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif 

untuk tembakau dan alkohol. 

l. Pengoordinasian instansi pemerintah terkait maupun komponen masarakat dalam 

pelaksanaan rehabilitasi dan penyatuan kembali ke dalam masyarakat serta 

perawatan lanjutan bagi penyalahguna dan/atau pecandu narkotika dan 

psikotropika serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan 

alkohol di tingkat pusat dan daerah. 

m. Pengkoordinasian peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan 

rehabilitasi sosial pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, 

kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang diselenggarakan oleh 

pemerintah dan masyarakat. 

n. Peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi penyalahguna dan/atau pecandu 

narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif 

tembakau dan alkohol berbasis komunitas terapeutik atau metode lain yang telah 

teruji keberhasilannya. 

o. Pelaksanaan penyusunan, pengkajian dan perumusan peraturan perundang-

undangan serta pemberian bantuan hukum di bidang P4GN. 

p. Pelaksanaan kerjasama nasional, regional dan internasional di bidang P4GN. 
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q. Pelaksanaan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan P4GN di lingkungan 

BNN. 

r. Pelaksanaan koordinasi pengawasan fungsional instansi pemerintah terkait dan 

komponen masyarakat di bidang P4GN. 

s. Pelaksanaan penegakan disiplin, kode etik pegawai BNN dan kode etik profesi 

penyidik BNN. 

t. Pelaksanaan pendataan dan informasi nasional penelitian dan pengembangan, 

serta pendidikan dan pelatihan di bidang P4GN. 

u. Pelaksanaan pengujian narkotika, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif 

lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol. 

v. Pengembangan laboratorium uji narkotika, psikotropika dan prekursor  serta 

bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif tembakau dan alkohol. 

w. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional di bidang 

P4GN. 

 

E. Kegiatan Umum BNN 

Badan Narkotika Nasional merupakan lembaga pemerintah non kementerian 

yang bertugas melaksanakan tugas pemerintah yakni di bidang pencegahan, 

pemberantasan penyalahgunaan dan pemberantasan peredaran gelap narkotika di 

Indonesia.  

Secara umum ada beberapa hal yang dilakukan oleh Badan Narkotika 

Nasional yakni : 
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1. Melakukan rehabilitasi terhadap para pecandu narkoba  

2. Menerima keluhan masyarakat yang berkaitan dengan narkotika 

3. Melakukan pencegahan terhadap peredaran gelap narkotika di Indonesia 

4. Menyelidiki isu atau laporan dari masyarakat yang berkaitan dengan narkotika di 

Indonesia 

5. Melakukan pengontrolan terhadap Badan Narkotika Nasional Provinsi ( BNNP ) 

yang berada di bawah wewenang BNN 

6. Menerima surat – surat dari BNNP mengenai berbagai hal terutama dalam hal 

keuangan baik penggajian, tunjangan dan sebagainya. 
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BAB III 

PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 

A. Bidang Kerja 

Saat pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan di Kantor Badan Narkotika 

Nasional praktikan ditempatkan di Biro Keuangan dimana terdapat beberapa bagian 

yakni Pelaksanaan Anggaran, Tata Usaha, Verifikasi Dan Perbendaharaan. Praktikan 

ditempatkan di bagian Pelaksanaan Anggaran (LakGar) khususnya di Sub 

Penggajian. Sub Penggajian ini memiliki tugas untuk menginput segala hal yang 

berkaitan dengan penggajian kepada seluruh karyawan BNN atau BNNP. Singkatnya 

Sub Penggajian ini merupakan sub - bagian untuk pemberian Gaji dan tunjangan 

kepada seluruh karyawan BNN atau BNNP baik yang sudah berstatus pegawai negeri 

maupun kontrak. 

Praktikan dipercaya untuk membantu kegiatan administrasi kepala Sub Bagian 

Penggajian di kantor BNN. Berikut ini cakupan bidang kerja yang praktikan 

laksanakan : 

1. Bidang kesekretariatan 

Kesekretariatan adalah satuan organisasi yang melakukan rangkaian kegiatan 

penataan terhadap pekerjaan perkantoran dan bantuan lainnya yang dilaksanakan 

sebagai kegiatan penunjang supaya tujuan organisasi dicapai dengan lancar. 

Secara umum kesekretariatan adalah segala pekerjaan atau aktifitas yang 

dilakukan oleh secretariat. Sementara sekretariat adalah organisasi yang tugas 
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pokoknya melaksanakan berbagai kerja ketatusahaan. Bidang kesekretariatan 

menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan telepon, surat-menyurat atau 

korespondensi, menerima surat, dan membuat undangan. 

Pada institusi terkait, praktikan dipercaya untuk melakukan tugas sekretaris 

seperti pembuatan undangan untuk rapat tahunan koperasi BNN, mengangkat telepon 

dan menerima surat dari bagian TU yang ditujukan kepada Kasubag Penggajian, 

namun hanya surat yang bersifat umum saja seperti keluhan BNNP tentang gaji yang 

belum diterima. 

2. Bidang Komputer dan administrasi 

Bidang ini mempermudah proses pekerjaan administrasi kantor karena 

dibantu oleh komputer.  Aplikasi yang sering digunakan dalam pekerjaan 

administrasi yakni Ms. Word, Ms. Excel, Ms. Power Point dan aplikasi pendukung 

lainnya. Praktikan mengerjakan tugas administrasi dengan menggunakan komputer 

dengan tujuan pekerjaan dapat terselesaikan dengan baik  dan lebih hemat waktu. 

Untuk di kantor Badan Narkotika Nasional khususnya di Biro Keuangan 

praktikan menggunakan komputer jinjing untuk mengerjakan tugas yang diberikan 

oleh Kasubbag Penggajian seperti membuat surat, mengetik surat yang sudah di 

konsep, mengetik jadwal rapat tahunan koperasi dan pengetikan lainnya. 

3. Bidang Kearsipan 

Kearsipan adalah suatu proses mulai dari penciptaan, penerimaan, 

pengumpulan, pengaturan, pengendalian, pemeliharaan dan perawatan serta 

penyimpanan dengan sistem tertentu. Sesuai dengan definisi kearsipan tersebut maka 
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bidang kearsipan adalah segala hal yang berhubungan dengan penyimpanan arsip 

yang ada khususnya di Sub Bagian Penggajian seperti surat-surat dari BNNP ataupun 

Settama BNN, surat permintaan pembayaran ke bagian verifikasi, daftar nama 

individu yang menerima zakat bulan ramadhan karena praktikan sendiri 

melaksanakan praktik di bulan suci ramadhan. Di dalam kearsipan terdapat filing 

sistem yang terdiri dari 5 sistem yakni sistem abjad, sistem tanggal, sistem wilayah, 

sistem nomor, sistem subjek. Semua arsip yang ada disusun berdasarkan filing sistem 

yang telah ditentukan yakni filing sistem tanggal.  

 Dari ketiga bidang diatas secara umum cakupan tugas yang praktikan 

laksanakan di Sub Bagian Penggajian Biro Keuangan BNN sebagai berikut : 

1. Mencatakan ke dalam buku agenda setiap surat masuk dan surat keluar 

2. Melakukan penginputan data yang berkaitan dengan penerimaan gaji  

3. Menggandakan dokumen atau arsip yang dianggap penting 

4. Mengetik surat keluar yang di tujukan ke Biro lainnya 

5. Membantu kepala Sub Bagian Penggajian untuk menyusun dan menyimpan 

dokumen atau arsip ke dalam map ordner  

6. Mencatatkan ke buku ekspedisi surat yang diterima oleh Biro kemudian dtujukan 

sesuai alamat dalam surat yang tertera 

7.  Menuliskan lembar disposisi untuk surat masuk yang ditujukan kepada kapala 

bagian lainnya 
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8. Mencatatkan ke dalam buku perwabku mengenai surat permintaan pembayaran 

9. Pengantaran surat disposisi ke biro atau bagian lainnya. 

 

B. Pelaksanaan Kerja 

Praktikan melaksanan Praktik Kerja Lapangan selama satu bulan terhitung 

sejak tanggal 20 juni 2016 s.d 28 juli 2016 atau 24 hari kerja. Pada awalnya praktikan 

diberikan pengarahan oleh pegawai bagian kepegawaian mengenai tata tertib dan 

aturan yang harus dipatuhi selama menjadi pegawai di Kantor BNN. Setelah itu 

pegawai dari biro kepegawaian mengantarkan ke biro keuangan, di biro keuangan 

praktikan kembali di berikan pengarahan yang lebih rinci mengenai hal – hal yang 

berkaitan dengan Biro tersebut mulai dari Bagian-bagian yang ada di dalam Biro 

Keuangan, ruangan tempat praktikan akan melaksanakan praktik, alat dan 

perlengkapan yang digunakan dalam proses praktik serta diperkenalkan secara umum 

di depan para pegawai Biro Keuangan. 

Praktikan ditempatkan di Bagian Pelaksanaan Anggaran sub bagian 

Penggajian di bawah naungan Kepala sub bagian (Kasubag) Penggajian sendiri. 

Praktikan ditugaskan untuk membantu segala hal yang berhubungan dengan 

administrasi yang diperlukan Kasubag Penggajian. Adapun perincian tugas yang 

praktikan laksanakan yakni : 

1. Bidang kesekretariatan 

Tugas praktikan baik yang rutin dikerjakan setiap hari maupun hanya 

beberapa kali sesuai instruksi dari Kasubbag Penggajian sebagai berikut : 



28 
 

a. Mengangkat telepon, untuk tugas mengangkat telepon adalah tugas yang rutin 

setiap harinya dan praktikan selalu mengangkat telepon sesuai dengan tata cara 

telepon yang baik seperti menunggu hingga bordering yang kedua kali, 

mengangkat dengan tangan kanan, menggunakan bahasa yang ramah dan suara 

yang jelas agar pendengar dapat menerima dengan baik pesan yang praktikan 

ucapkan. 

b. Pembuatan surat, untuk tugas administrasi ini praktikan tidak melaksanakannya 

setiap hari karena ada bagian Tata Usaha yang mengurus surat secara umum. 

Pembuatan / pengetikan surat yang praktikan lakukan adalah surat yang secara 

khusus ditulis oleh sub bagian penggajian untuk bagian lain yang ada di biro 

keungan seperti surat undangan rapat mengenai penginputan gaji. 

c. Penerimaan surat, dalam menerima surat ada surat yang boleh praktikan buka 

yang sifat suratnya umum sedangkan untuk surat bersifat rahasia langsung 

diserahkan kepada Kasubbag Penggajian. Biasanya surat yang diterima memiliki 

lembar disposisi karena dihantarkan oleh Biro umum yang bertugas menerima 

surat dari pihak luar kantor BNN tersebut seperti surat dari BNNP. Setelah surat 

tersebut diterima dan diserahkan kepada Kasubbag Penggajian selanjutnya surat 

beserta lembar disposisi akan disusun ke dalam map ordner yang kemudian 

diletakkan di lemari arsip yang tersedia. 
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Gambar 3.1 Buku  Ekspedisi yang digunakan BNN 

 

Sumber : dokumen pribadi 

 

2. Bidang Komputer dan administrasi   

Penggunaan komputer di dalam pekerjaan admnistrasi pada saat ini sangat 

mendukung dan membantu proses administrasi khususnya administrasi kantor yang 

praktikan lakukan, dengan adanya komputer membuat pekerjaan lebih efisien secara 

waktu ataupun tenaga karena terdapat aplikasi yang mendukung pelaksanaan 

pekerjaan administrasi yang paling lazim digunakan seperti Microsoft Word, 

Microsoft Excel. Untuk bidang komputer dan administrasi tugas yang rutin praktikan 

lakukan yakni : 
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a. Pengetikan, administrasi akan selalu berhubungan dan erat kaitannya dengan 

mengetik, maka dari itu praktikan pun melakukan pengetikan yang diperintahkan 

oleh Kasubbag Penggajian seperti pengetikan surat keluar yang ditujukan kepada 

bagian atau biro lainnya, pembuatan surat undangan rapat tahunan koperasi 

periode 2015, serta pengetikan rangkaian acara dalam rapat koperasi tahunan 

tersebut. 

b. Penginputan data, pada saat melaksanakan tugas ini praktikan hanya dimintai 

untuk menginput saja data yang sudah disediakan ke komputer, data ini berkaitan 

dengan pendistribusian gaji seperti nama pegawai, nomor induk pegawai, wilayah 

pegwai tersebut ditempatkan. Data diinput ke Microsoft Excel dengan format 

yang telah disediakan. 

 

3. Bidang Kearsipan  

Kearsipan adalah hal yang harus dilakukan organisasi agar dokumen yang 

bersifat penting dapat tersimpan dengan baik dan terawat sehingga saat dibutuhkan 

atau diperlukan dapat ditemukan secara cepat karena telah disusun berdasarkan filing 

sistem yang telah ditentukan. Dalam bidang kearsipan tugas yang rutin praktikan 

lakukan setiap harinya adalah : 

a. Pencatatan ke buku agenda, setiap surat yang masuk maupun surat keluar harus 

dicatat terlebih dahulu di buku agenda sebelum disimpan ke dalam map ordner 

yang disediakan.  
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b. Penyimpanan arsip, Untuk Sub Bagian penggajian menggunakan filing sistem 

tanggal karena surat yang diterima di dalam satu hari jumlahnya relatif sedang 

sehingga dianggap lebih mudah jika menggunakan sistem tanggal. Penggunaan 

sistem tanggal ini diterapkan karena filing sistem yang lain kurang efektif jika 

diterapkan. Surat disusun di dalam map ordner sesuai dengan tanggal yang ada di 

surat bukan tanggal yang ada di buku agenda. Setelah disusun di dalam map 

ordner maka diletakkan di lemari arsip yang ada dan disediakan untuk sub bagian 

penggajian. 

c. Penyeleksian daftar nama penerima zakat, praktikan melaksanakan praktik pada 

bulan suci ramadhan dimana setiap bulan ramadhan kantor BNN akan 

memberikan zakat kepada yang membutuhkan. Kasubbag memberi kan satu 

folder di dalam map ordner yang berisi lembaran nama-nama pegawai yang 

dicalonkan untuk menerima zakat. Tugas praktikan adalah meneliti dan 

menyeleksi kembali para penerima zakat tersebut sesuai dengan kriteria yang 

telah diarahkan oleh Kasubbag Penggajian sebelumnya, setelah dilaksanakan 

seleksi ada beberapa nama yang kurang memenuhi kriteria yang ditentukan 

sebalilknya nama yang telah benar-benar dipastikan menerima zakat dimasukkan 

ke dalam map ordner baru dan disusun di dalam lemari arsip. 
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C. Kendala yang dihadapi 

Kendala adalah suatu hal yang bisa menghalangi atau menghambat seseorang 

dalam melakukan suatu pekerjaan. Saat melaksanakan praktik ada beberapa hal yang 

menjadi kendala praktikan diantaranya : 

1. Lingkungan kerja yang masih baru membuat praktikan cukup canggung di awal 

pelaksanakan praktik, praktikan belum bisa menghafal nama pegawai yang ada di 

biro keuangan, sehingga ketika ada satu pegawai yang meminta bantuan kepada 

praktikan untuk memberikan surat kepada pegawai lainnya, praktikan merasa 

cukup bingung. 

2. Dalam pengerjaan tugas yang diberikan terkadang terdapat istilah-istilah yang 

baru bagi praktikan. Seperti penyingkatan nama Biro lainnya menggunakan istilah 

internal, lalu surat atau dokumen yang diistilahkan oleh para pegawai. Oleh 

karena itu pada awal pelaksanaan praktikan cukup bingung dengan istilah tersebut 

sehingga ragu-ragu dalam pelaksanaan pekerjaan.  

3. Pada awal pelaksanaan PKL, praktikan mengalami kesulitan memahami tugas 

yang diberikan oleh pegawai penanggung jawab ataupun pegawai lain yang ada di 

Biro Keuangan. Sebab, penjelasan yang diberikan tidak beruntun dan sistematis.  

 

D. Cara Mengatasi Kendala 

Di setiap pekerjaa akan terdapat kendala yang ditemui di dalam proses 

pelaksanaannya , maka dari itu praktikan mencoba meminimalisir kendala tersebut. 

Praktik kerja lapangan ini adalah salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh 
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mahasiswa tingkat akhir untuk dapat melanjutkan ke tahap berikutnya dan 

memperoleh pengalaman setelah lulus nantinya, untuk itu praktikan menjadikan 

pengalaman praktik ini sebagai pengalaman. Maka praktikan menjadikan kendala 

yang ada sebagai motivasi bagi pribadi sebagai perbaikan dalam melakukan praktik 

kerja. 

1. Praktikan mendorong diri untuk lebih cepat beradaptasi dengan lingkungan 

kerja yang baru dengan bersikap ramah. Karena lingkungan kerja tidak hanya 

secara fisik tapi juga terdapat lingkungan non fisik yang dapat mempengaruhi 

kualitas pekerjaan. Menurut Supardi dalam Subroto, (2005) : 

“lingkungan kerja merupakan keadaan sekitar tempat kerja baik secara fisik 

maupun non fisik yang dapat memberikan kesan yang menyenangkan, 

mengamankan, menentramkan, dan betah kerja”.  

 

Yang dimaksud Lingkungan kerja non fisik menurut Sedarmayanti adalah 

semua keadaan yang terjadi yang berkaitan dengan hubungan kerja baik 

hubungan dengan atasan maupun hubungan sesama rekan kerja ataupun 

hubungan dengan bawahan.3 Sementara itu, Wursanto menyebutnya sebagai 

lingkungan kerja psikis yang didefinisikan sebagai sesuatu yang menyangkut 

segi psikis dari lingkungan kerja.4  

Berdasarkan pendapat dan uraian tersebut, maka dapat dikatakan bahwa 

lingkungan kerja non fisik adalah lingkungan kerja yang tidak dapat ditangkap 

                                                           
3 Sedarmayanti dalam I Made Yusa Dharmawan, “Pengaruh Kompensasi dan Lingkungan Kerja Non 
Fisik terhadap Disiplin dan Kinerja Karyawan Hotel Nikki Denpasar”, Tesis Manajemen, (1 April 2016), 
58-59 
4 Wursanto dalam I Made Yusa Dharmawan, “Pengaruh Kompensasi dan Lingkungan Kerja Non Fisik 
terhadap Disiplin dan Kinerja Karyawan Hotel Nikki Denpasar”, Tesis Manajemen, (1 April 2016) 
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dengan panca indera manusia. Akan tetapi, lingkungan kerja non fisik ini 

dapat dirasakan oleh para pekerja melalui hubungan-hubungan sesama pekerja 

maupun dengan atasan.5 

Oleh karena itu praktikan berusaha untuk beradaptasi dengan atasan 

praktikann khususnya adalah Kasubbag Penggajian dan pegawai Biro keuangan 

agar tercipta lingkungan kerja psikis yang baik untuk memaksimalkan proses 

penyelesaian pekerjaan yang diberikan. Menurut Robby Alam Faith terdapat 

indikator-indikator lingkungan kerja non fisik yakni sebagai berikut6 : 

a. Prosedur Kerja, adalah rangkaian tata pelaksanaan kerja yang di atur secara 

berurutan, sehingga terbentuk urutan kerja secara bertahap dalam 

menyelesaikan suatu pekerjaan.   

b. Standar Kerja, adalah persyaratan tugas, fungsi atau perilaku yang ditetapkan 

oleh pemberi kerja sebagai sasaran yang harus dicapai oleh seorang karyawan. 

 

Berdasarkan indikator tersebut maka praktikan mencoba untuk bersikap dan 

membangun lingkungan kerja psikis yang baik untuk pribadi praktikan sehingga 

dapat memaksimalkan pekerjaan secara bertanggung jawab karena adanya 

lingkungan kerja yang nyaman. 

 

2. Adanya istilah yang baru bagi praktikan dimana istilah ini sering digunakan 

dalam pemberian tugas membuat praktikan bertanya kepada pegawai. Kegiatan 

                                                           
5 I Made Yusa Dharmawan, “Pengaruh Kompensasi dan Lingkungan Kerja Non Fisik terhadap Disiplin 
dan Kinerja Karyawan Hotel Nikki Denpasar”, Tesis Manajemen, (1 April 2016), 59 
6Robby Alam Fath, “Pengaruh Lingkungan Kerja Non Fisik dan Karakteristik Pekerjaan Terhadap 
Kepuasan Kerja (Studi pada Karyawan Hotel Bintang Dua di Yogyakarta)”, Skripsi Manajemen, (1 April 
2016) 
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bertanya harus dilakukan dengan komunikasi yang baik. Komunikasi diartikan 

sebagai proses sharing diantara pihak-pihak yang melakukan aktivitas komunikasi 

tersebut.7 

Penggunaan istilah membuat praktikan terkadang merasa ragu-ragu dalam 

pelaksanaan tugas yang diberikan maka dari itu praktikan berusaha untuk selalu 

bertanya kepada pegawai yang bersangkutan. Komunikasi adalah suatu proses 

melalui mana seseorang (komunikator) menyampaikan stimulus (biasanya dalam 

bentuk kata-kata). Komunikasi timbul didorong oleh kebutuhan-kebutuhan untuk 

mengurangi rasa ketidakpastian, bertindak secara efektif, mempertahankan atau 

memperkuat ego.8 Komunikasi diartikan sebagai aktivitas yang menghubungkan 

antar manusia dan antar kelompok dalam sebuah organisasi.9 

Adanya komunikasi yang baik dalam proses kerja akan lebih memaksimalkan 

hasil pekerjaan yang ada, termasuk bertanya dan memahami istilah baru yang ada 

di Biro Keuangan. 

3. Adanya kesulitan dalam memahami tugas yang diberikan bisa memberi pengaruh 

terhadap kinerja yang dihasilkan. Kinerja dapat diketahui dan diukur jika individu 

atau sekelompok karyawan telah mempunyai kriteria atau standar keberhasilan 

tolak ukur yang ditetapkan oleh organisasi. oleh karena itu, jika tanpa tujuan dan 

target yang ditetapkan dalam pengukuran, maka kinerja pada seseorang atau 

                                                           
7 Juliansyah Noor, Penelitian ilmu manajemen, (Jakarta : Kencana Prenada Group, 2013), 208 
8 Juliansyah Noor, Penelitian ilmu manajemen, (Jakarta : Kencana Prenada Group, 2013), 208-209 
9 Alo liliweri, Wacana Komunikasi Organisasi, (Bandung : Mandar Maju, 2004), 59 
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kinerja organisasi tidak mungkin dapat diketahui bila tidak ada tolak ukur 

keberhasilannya.10 

Arti kinerja sebenarnya berasal dari kata-kata job performance dan disebut 

juga actual performance atau prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang 

telah dicapai oleh seseorang karyawan.11 

Untuk itu demi menghasilkan kinerja atau prestasi kerja yang baik dapat 

dicapai bila praktikan melakukan pekerjaan yang bertnaggung jawab dan selesai tepat 

waktu sesuai dengan jumlah waktu yang diberikan oleh pemberi tugas. Dengan 

adanya kinerja yang baik oleh praktikan maka institusi terkait akan merasa terbantu 

dalam penyelesaian pekerjaan yang ada. 

                                                           
10 Moeheriono, Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2010), 60 
11 Ibid, 61 
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BAB IV 

KESIMPULAN 

A. Kesimpulan 

Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan selama 1 (satu) bulan yang dimulai 

sejak tanggal 20 Juni 2016 sampai dengan 27 Juli 2016 ditempatkan di Biro keuangan 

sub bagian penggajian di Badan Narkotika Nasional Cawang Jakarta Timur. Praktik 

Kerja Lapangan ini dilakukan guna memenuhi syarat mata kuliah wajib bagi 

mahasiswa tingkat akhir. 

Praktikan ditempatkan dan dipercaya untuk melakukan kegiatan adminisratif 

di Sub Bagian Penggajian seperti : pencatatan ke dalam buku agenda, penginputan 

data terkait penerimaan gaji, penggandaan dokumen, pengetikan surat keluar, 

penyusunan dan peyimpanan dokumen, pencatatan surat ke buku ekspedisi, 

menuliskan lembar disposisi, pencatatan surat permintaan pembayaran ke dalam buku 

Perwabku dan pengantaran surat ke Biro atau bagian lainnya. 

Adapun kendala yang dihadapi dapat dijadikan sebagai motivasi untuk 

praktikan agar di pelaksanaan pekerjaan setelahnya dapat diatasi atau di minimalisir 

dengan cara-cara yang yang baik dan relevan terhadap teori yang ada. Kendala 

harusnya dapat menjadi pendorong terhadap hasil kerja ang lebih baik, dimana 

praktikan belajar untuk mengatasi kendala tersebut.  

Adanya kegiatan Praktik Kerja Lapangan sangat banyak memberikan 

pengetahuan dan pengalaman baru kepada praktikan sehingga dapat menambah ilmu 
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praktikan tentang bagaimana cara bekerja yang baik di dunia kerja dimana 

pengetahuan ini tidak bisa didapatkan di perguruan tinggi.  

 

B. Saran 

Dari hasil temuan Dari hasil temuan dan pembahasan yang telah dijelaskan 

sebelumnya ditemukannya beberapa kekurangan, oleh sebab itu penulis mencoba 

memberikan saran-saran. Berikut beberapa saran dari penulis : 

1. Bagi Mahasiswa, yakni : 

a. Mempersiapkan diri dengan segala hal administratif yang berhubungan dengan 

program PKL. 

b. Mentaati setiap tata tertib dan aturan yang berlaku di institusi terkait. 

c. Melaksanakan setiap tugas yang diberikan dengan baik dan penuh tanggung 

jawab 

d. Menjalin komunikasi yang baik dengan para pegawai agar tercipta lingkungan 

kerja yang baik. 

e.  Bersosialisasi dan bertanya apabila ada tugas yang kurang dipahami agar tidak 

terjadi keragu-raguan dalam proses pekerjaan tugas. 

f. Adanya laporan ini dapat memberi manfaat kepada para pembaca khususnya 

mahasiswa yang akan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan nantinya. 
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2. Bagi Perguruan Tinggi 

a. Adanya pembekalan secara umum mengenai pelaksanaan program Praktik Kerja 

Lapangan. 

b. Perguruan tinggi dapat menjalin hubungan yang baik dengan instansi pemerintah 

ataupun swasta sehingga ketika ada program PKL dapat ditempatkan di instansi 

tersebut. 

c. Adanya peningkatan kualitas layanan akademik yang lebih cepat dan tidak rumit 

khususnya dalam administrated surat. 

 

3. Bagi instansi, yakni : 

a. Untuk di waktu selanjutnya instansi bisa terbuka dan kembali menerima 

mahasiswa yang ingin melaksanakan program PKL. 

b. Di pelaksanaan awal PKL, mahasiswa lebih diberikan arahan yang detail 

mengenai posisi kerja dan tugas yang dilaksanakan secara umum. 
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Lampiran – Lampiran 

Lampiran 1 surat permohonan izin PKL 
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Lampiran 2. Surat Persetujuan Pelaksanaan PKL 
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Lampiran3. Jadwal Kegiatan PKL 

 

 

 

 

NO BULAN 

KEGIATAN 

APR 

2016 

MEI 

2016 

JUN 

2016 

JULI

2016 

AGUST 

2016 

SEPT 

2016 

OKT 

2016 

1 Pendaftaran PKL        

2 Surat Permohonan 

PKL ke Instansi / 

Perusahaan  

       

3 Kontak dengan 

instansi untuk 

penempatan PKL 

 

 

      

4 Wawancara dari 

Instansi 

       

5 Pelaksanaan 

Program PKL 

       

6 Penulisan Laporan 

PKL 

       

7 Penyerahan 

Laporan PKL 

       

8 Penyerahan 

Koreksi Laporan 

PKL 

       

9 Batas Akhir 

Penyerahan 

Laporan PKL 

       

10 Penutupan 

Program PKL dan  
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Lampiran 4. Daftar Hadir selama PKL 
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Lampiran 5. Daftar Hadir PKL 2 
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Lampiran 6. Lembar Penilaian PKL
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Lampiran 7. Surat Perintah Rapat Anggota Tahunan Koperasi (Sebagai Penerima  

Tamu) 
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Lampiran 8. Rincian Tugas  

RINCIAN KEGIATAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 

SUBBAG PENGGAJIAN BIRO KEUANGAN BNN 

Jalan MT Haryono No. 11 Cawang, Jakarta Timur 

NO 
HARI, 

TANGGAL 
AKTIVITAS PEMBIMBING 

1 Senin, 20 Juni 

2016 

Apel Pagi Pak Akhmad 

Widarto Perkenalan kepada pegawai-

pegawai biro keuangan 

Pengarahan dan pembagian 

subbag 

Istirahat, Sholat, Makan 

Pengarahan tentang jenis 

pekerjaan yang akan 

dikerjakan praktikan di 

subbag Penggajian 

Mencatat surat ke agenda 

surat masuk 

2 Selasa, 21Juni 

2016 

Memasukkan File ke dalam 

ordner 

Bapak Retha 

Mengisi lembar disposisi dan 

mencatat surat masuk 

Istirahat, Sholat, Makan 

Memfotokopi dokumen 

Mengantarkan Surat Perintah 

untuk bagian pencegahan 

3 Rabu, 22 Juni 

2016 

Mengantar surat eksposisi ke 

biro umum, sestama, dan 

akuntansi 

Bapak Retha 

Mengarsipkan dokumen 

Istirahat, Sholat, Makan 

Mengantar surat ke divisi-

divisi di Settama BNN 

Memfotokopi dokumen 

4 Kamis, 23 Juni 

2016 

Mengantar surat eksposisi ke 

biro umum, sestama dan  

Hukker 

Bapak Retha 

Memfotokopi dokumen 
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Istirahat, sholat, makan 

Fotokopi hasil laporan 

keuangan 

Mencatatkan ke buku agenda 

surat keluar 

Menerima telepon 

5  Jum’at, 24 Juni 

2016 

Mengisi lembar disposisi Bapak Retha 

Istirahat, sholat, makan 

Mengarsipkan dokumen 

Mengantar surat ke divisi 

sekitar Settama BNN 

6 Senin, 27 Juni 

2016 

Membuat rekapan SPP ke 

dalam agenda Perwabku  

Bapak Retha 

Memfotokopi dokumen 

Istirahat, sholat, makan 

Mengantar surat ke divisi di 

Settama BNN 

Mengisi lembar disposisi dan 

mencatat nodin keluar 

7 Selasa, 28 Juni 

2016 

Mengisi lembar disposisi dan 

mencatat nodin masuk / 

keluar 

Bapak Retha 

Mengantar surat ke divisi-

divisi di Settama BNN 

Memfotokopi dokumen 

Menerima telepon 

8 Rabu, 29 Juni 

2016 

Mengisi lembar disposisi dan 

mencatat surat masuk 

Bapak Retha 

Menerima telepon 

Mengantar surat ke divisi-

divisi di Settama BNN 

9 Kamis, 30 Juni 

2016 

Mengisi lembar disposisi dan 

mencatat surat masuk 

Bapak Retha 

Menerima telepon 

Mengantar surat ke divisi-

divisi di Settama BNN 

10 Juma’at, 1 Juli 

2016 

Mengisi lembar disposisi 

mencatat surat masuk 

Bapak Retha 
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Mengantar surat ke divisi-

divisi di Settama BNN 

Mengarsipkan dokumen 

Memfotokopi dokumen 

11 Senin, 11 Juli 

2016 

Mengisi lembar disposisi dan 

mencatat nodin masuk 

Bapak Retha 

Mengantar surat ke divisi-

divisi di Settama BNN 

Memfotokopi dokumen 

Menerima surat dan 

dituliskan lembar disposisi 

Mengantarkan surat 

ekspedisi ke bagian 

akuntansi 

Menerima telepon 

12 Selasa, 12 Juli 

2016 

Mengisi lembar disposisi dan 

mencatat nodin masuk / 

keluar 

Bapak Retha 

Mengantar surat ke divisi-

divisi di Settama BNN 

Mengarsipkan dokumen 

13 Rabu, 13 Juli 

2016 

Mengisi lembar disposisi 

mencatat surat masuk / 

keluar 

Bapak Retha 

Mengantar surat ke divisi-

divisi di Settama BNN 

Memfotokopi dokumen 

14 Kamis, 14 Juli 

2016 

Mengisi lembar disposisi 

mencatat surat masuk / 

keluar 

Bapak Retha 

Mengantar surat ke divisi-

divisi di Settama BNN 

Merekap persediaan ATK 

Bagian Keuangan 

15 Jum’at, 15 Juli 

2016 

Mengisi lembar disposisi 

mencatat surat masuk / 

keluar 

Bapak Retha 

Mengantar surat ke divisi-

divisi di Settama BNN 

Memfotokopi dokumen 

16 Senin, 18 Juli 

2016 

Mengisi lembar disposisi 

mencatat surat masuk / 

Bapak Retha 
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keluar 

Mengantar surat ke divisi-

divisi di Settama BNN 

Mengarsipkan dokumen 

Menerima telepon 

17 Selasa, 19 Juli 

2016 
(Ijin) 

Bapak Retha 

18  Rabu, 20 Juli 

2016 

Mengisi lembar disposisi Bapak Retha 

Mengantar surat ke divisi-

divisi di Settama BNN 

Merekap persediaan ATK 

Bagian keuangan 

Memfotokopi Dokumen 

19 Kamis, 21 Juli 

2016 

Mengisi lembar disposisi dan 

mencatat surat masuk 

Bapak Retha 

Mengantar surat ke divisi-

divisi di Settama BNN 

Memfotokopi dokumen 

20 Jum’at, 22 Juli 

2016 

Mengisi lembar disposisi 

mencatat surat masuk 

Bapak Retha 

 Menerima telepon Bapak Retha 

Mengantar surat ke divisi-

divisi di Settama BNN 

21 Senin, 25 Juli 

2016 

Mengisi lembar disposisi 

mencatat surat masuk / 

keluar 

Bapak Retha 

Mengantar surat ke divisi-

divisi di Settama BNN 

Membuat daftar peserta RAT 

Koperasi 

Membuat daftar hadir 

peserta RAT 

22 Selasa, 26 Juli 

2016 

Mengisi lembar disposisi 

mencatat surat masuk / 

keluar 

Bapak Retha 

Membuat surat undangan 

Rapat Anggota Tahunan 

Koperasi BNN 

Mengantar surat ke divisi-

divisi di Settama BNN 

Rapat persiapan  RAT 

Koperasi BNN 
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23 Rabu, 27 Juli 

2016 
(Ijin) 

 

24 Kamis, 28 Juli 

2016 

Menjadi penerima tamu pada 

Rapat Anggota Tahunan 

Koperasi BNN dan 

perpisahan 

Bapak Retha 
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Lampiran 9.  Lembar Disposisi 
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Lampiran 10.  Buku Perwabku BNN 
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Lampiran 11. Surat Permintaan Pembayaran ( SPP ) 
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Lampiran 12. Surat dinas untuk bagian keuangan 
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Lampiran 13. Dokumentasi Praktikan dengan seluruh staff biro keuangan 
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Lampiran 14. Perbaikan Laporan PKL 
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